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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN
RUMAH SAKIT UMUM “RA. KARTINI” KABUPATEN JEPARA
MENJADI UNIT SWADANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat sebagal perwujudan penyelenggaraan urusan wajib
pemerintahan daerah khususnya bidang kesehatan, Pemerintah
Daerah perlu menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSU “ RA. Kartini”

Jepara;

bahwa untuk menghindari adanya duplikasi pola pengelolaan
keuangan di RSU. “RA. Kartini” Jepara, perlu mencabut Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penetapan
Rumah Sakit Umum “RA. Kartini” Kabupaten Jepara Menjadi Unit
Swadana ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun
1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum “RA. Kartini”
Kabupaten Jepara Menjadi Unit Swadana;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daegrah — daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang —
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
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Menetapkan

10.

11.

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten JeparaNomor 3) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 1999
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM “RA. KARTINI”
KABUPATEN JEPARA MENJADI UNIT SWADANA.
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Pasal |
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum “RA. Kartini” Kabupaten Jepara Menjadi Unit Swadana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 1999 Momor 24 Seri D Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
padatanggal 17 Maret 2009

BUPATI JEPARA,
ttd
HENDRO MARTOJO
Diundangkan di Jepara
padatanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 1
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